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P    U   T   U  S   A    N

Nomor:  110/B /PK/PJK/ 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M  A  H   K  A  M  A  H      A  G  U  N  G 

Memer iksa  perkara  Pajak  dalam  penin jauan  kembal i  

te l ah  mengambi l  putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  

:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  bera lamat  di  J l .  

Jendera l  Gato t  Subro to  No.  40- 42,  Jakar ta .  

Dalam hal  in i  member ikan  Kuasa kepada  :  

1.  SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN,  Di rek tu r  Pajak  

Penghas i l an ,  Di rek to ra t  Pajak  Penghas i l an .

2.  PATAR  SIMANJUNTAK,  Pjs .  Kasubd i t  

Kebera tan  dan  Banding  PPh,  di rek to r a t  

Pajak  Penghas i l an .

3.  WISTON  MANIHURUK,  Kasi  Banding  PPh,  

Di rek to ra t  Pajak  Penghas i l an .

4. FX PANCA PURBASUKMANA,  Kor lak  Banding  PPh 

I I ,  Di rek to ra t  Pajak  Penghas i l an ,  

kesemuanya  Warga  Negara  Indones ia ,  

bera lamat  di  J l .  Jendera l  Gato t  Subro to  

No.  40- 42,  Jakar ta ,  sesua i  Sura t  Kuasa  

Khusus  Nomor:  SKU-132/PJ /2005   tangga l  12 

September  2005.

Pemohon Penin jauan  kembal i   dahulu  Tergugat  ;

m  e  l   a  w  a  n
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PT.  HASEDA REMINDO,  berkedudukan  di  Komplek  

Perkan to ran  Pondok  Pinang  Cent re ,  Ja lan  

Cipu ta t  Raya Blok  C 28 & 30,  Jakar ta .

Termohon Penin jauan  kembal i  dahulu  

Penggugat  ;  

Mahkamah Agung te rsebu t    ;

Membaca sura t  -  sura t  yang bersangku tan   ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  

bersangku tan  te rnya ta  Pemohon Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  sebaga i  Tergugat  te l ah  mengajukan  permohonan  

pen in jauan  kembal i  te rhadap  putusan  Pengad i l an  Pajak  

tangga l  20  Mei  2005 No.  Putusan  05548/PP/  

M.VI I / 99 /2005 .  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  

da lam perkaranya  melawan  Termohon Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  Penggugat  dengan  pos i t a  perkara  sebaga i  

ber i ku t    :  

Bahwa Penggugat  te l ah  mengajukan  permohonan  kebera tan  

dengan  sura t  Nomor  :  178/DIR- HR/X/2001  tangga l  18  

Oktober  2001  atas  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  :  00061/206 /99 /031 /01  tangga l  14 September  2001  

yang  di te r ima  oleh  Kanto r  Pelayanan  Pajak  Jakar ta  

Palmerah  pada tangga l  19 Nopember  2001;

Bahwa atas  permohonan  kebera tan  Penggugat  te rsebu t  d i  

atas  Terguga t  te lah  menerb i t kan  Keputusan  Kebera tan  

Nomor  :  KEP-246/WPJ.05 /BD.03 /  2002  tangga l  18  

Nopember  2002  dik i r im  mela lu i  pos  k i l a t  khusus  

tangga l  21  Nopember  2002  yang  is i nya  menolak  

2

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kebera tan  Penggugat ;

Bahwa  dengan  demik ian  Tergugat  da lam  member ikan  

keputusan  atas  permohonan  kebera tan  Penggugat  te l ah  

melampaui  jangka  waktu  12 (dua  belas )  bu lan ,  seh ingga  

kebera tan  Penggugat  seharusnya  secara  yur i d i s  

d ianggap  di te r ima  oleh  karena  i t u  Penggugat  te l ah  

mengajukan  sura t  permohonan  Nomor  :  130/DIR-

HR/VI /2004  tangga l  14  September  2001  kepada  Tergugat  

untuk  membata lkan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999  Nomor  :  

00061/206 /99 /031 /01  tangga l  14 September  2001;

Bahwa  Tergugat  dengan  Sura t  Nomor  :  S-

1028/PJ .442 /2004  tangga l  28  Ju l i  2004  menyatakan  

bahwa  permohonan  Penggugat  kepada  Terguga t  untuk  

membata lkan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  

Penghas i l an  Badan  Nomor:  00061/206 /99 /031 /01  tangga l  

14 September  2001 t i dak  dapat  d ip roses  leb ih  lan ju t ;

Bahwa dengan  t i dak  dip rosesnya  permohonan  Penggugat  

untuk  membata lkan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999  Nomor  :  

00061/206 /99 /031 /01  tangga l  14  September  2001  o leh  

Tergugat ,  dengan  in i  Penggugat  mengajukan  Gugatan  

atas  sura t  Nomor  :  S- 1028/PJ .442 /2004  tangga l  28 Ju l i  

2004,  dan  moohon  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  dapat  

membata lkan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  

Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999  Nomor  :  

0061/2006 /99 /031 /01  tangga l  14 September  2001;
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Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Pajak  

tangga l  20  Mei  2005 No.  Putusan  

05548/PP/M.VI I / 9 9 / 2005  yang  te lah   berkekua tan   te tap  

te rsebu t  ada lah   sebaga i   ber i ku t    :  

Mengabulkan  se lu ruh  gugatan  Penggugat  te rhadap  Sura t  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  S- 1028/PJ .442 /2004  

tangga l  28  Ju l i  2004,  mengena i  Permohonan  Pembata lan  

Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  Nomor  :  

00061/206 /99 /031 /01  tangga l  14  September  2001  atas  

nama  :  PT  Haseda  Remindo,   NPWP :  01.565 .521 .0 -

031.000  alamat  :  Komplek  Perkan to ran  Pondok  Pinang  

Center ,  J l .  Cipu ta t  Raya  Blok  C 28  &  30  Jakar ta  

12310,  seh ingga  pajak  yang  te ru tang  dih i t ung  kembal i  

sesua i  dengan  Sura t  Pember i t ahuan  Tahunan  Pajak  

Penghas i l an  Badan  Tahun  1999  dengan  jumlah  pajak  

penghas i l an  yang  leb ih  dibayar  sebesar  (Rp.  

7.699 .363 ,00 ) .

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  yang  te l ah  

mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  i . c .  putusan  

Pengad i l an  Pajak  tangga l  20  Mei  2005 No.  Putusan  

05548/PP/M.VI I / 9 9 / 2005  dibe r i t a hukan  kepada  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  dahulu  Tergugat  pada  tangga l  22 

Jun i  2006  kemudian  te rhadapnya  oleh  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  dahulu  Tergugat  d ia j ukan  

permohonan  pen in jauan  kembal i  secara  te r t u l i s  d i  

Kepani te raan  Pengad i l an  Pajak  dengan  dise r t a i  a lasan-

alasannya  yang  di te r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  
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Pajak  te rsebu t  pada 15 September  2005;

Menimbang,  bahwa  ten tang  permohonan  pen in jauan  

kembal i  te rsebu t  te lah  dibe r i t a hukan  kepada  p ihak  

lawan  dengan  seksama pada tangga l   29 September  2005,  

kemudian  te rhadapnya  oleh  pihak  lawannya   te l ah  

dia jukan  jawaban  yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  

Pengad i l an  Pajak  pada tangga l    20 Oktober  2005 ;

Menimbang,  bahwa  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  

aquo  beser ta  a lasan- alasannya  te lah  dibe r i t a hukan  

kepada  pihak  lawan  dengan  seksama,  dia jukan  dalam 

tenggang  waktu  dan  dengan  cara  yang  di ten tukan  

undang- undang,  maka  oleh  karena  i t u  fo rma l  dapat  

d i te r ima   ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

te l ah  mengajukan  alasan- alasan  pen in jauan  kembal i  

yang  pada pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t   :

a. Bahwa Pemohon Penin jauan  Kembal i  semula  Tergugat  

sangat  kebera tan  atas  per t imbangan  hukum Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Pajak  pada :

Per t imbangan  Formal  :  a l i nea  ke  5  dan  6  halaman  

6,  ya i t u  :

“bahwa  sura t  Tergugat  te rsebu t  dapat  d isamakan  

kedudukannya  dengan  suatu  keputusan  yang  

berka i t an  dengan  pelaksanaan  keputusan  

perpa jakan .

Bahwa  oleh  karena  Sura t  Terguga t  Nomor  :  S-

1028/PJ .442 /2004  tangga l  28  Ju l i  2004  dapat  
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disamakan  kedudukannya  dengan  suatu  sura t  

Keputusan  seh ingga  sesua i  d imaksud  Pasal  23  ayat  

(2  huru f  b  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  

Nomor  16  Tahun  2000,  Maje l i s  berke te tapan  bahwa 

Sura t  Terguga t  Nomor  :  S- 1028/PJ .442 /2004  

te rsebu t  dapat   d ia j ukan  gugatan . ”

Per t imbangan  Mater i a l  :  a l i nea  sampai  dengan  8,  

ha laman 10,  ya i t u  :

“Bahwa Keten tuan  Pasa l  25 ayat  (5 )  Keten tuan  Umum 

dan  ta ta  cara  Perpa jakan ,  Menyatakan  bahwa Tanda  

Pener imaan  Sura t  Kebera tan  yang  dibe r i kan  oleh  

pejaba t  Di rek to ra t  Jendera l  Pajak  yang  di tun j uk  

atau  tanda  peng i r iman  sura t  Kebera tan  mela lu i  pos  

te rca ta t  menjad i  tanda  bukt i  pener imaan  Sura t  

Kebera tan  te rsebu t  bag i  Kepent i ngan  Waj ib  Pajak ;

Bahwa da lam  penje lasan  ayat  te rsebu t  d inya takan  

bahwa yang  d imaksud  dengan  kata  kepent i ngan  da lam 

ayat  te rsebu t  ada lah  tanda  bukt i  atau  res i  

pener imaan  i t u  dipe r l u kan  untuk  memast i kan  bahwa 

kebera tannya  d ikabu l kan ,  apab i l a  da lam  jangka  

waktu  dua  belas  bulan  Waj ib  Pajak  t i dak  mener ima  

sura t  ba lasan  dar i  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  atas  

kebera tan  yang  dia j ukan ;

Bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  te rsebu t ,  maka 

Meje l i s  berpendapa t  bahwa tangga l  yang  seharusnya  

dipaka i  untuk  menguj i  jangka  waktu  penerb i t an  
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Surat  Keputusan  atas  Kebera tan  yang  di te rb i t k an  

oleh  Terguga t  ada lah  tangga l  yang  te r t e r a  da lam 

bukt i  tanda  pener imaan  yang  d imi l i k i  o leh  

Penggugat ;

Bahwa dengan  demik ian  Maje l i s  berkes impu lan  bahwa 

tangga l  pener imaan  kebera tan  yang  benar  adalah  

tangga l  19  November  2001,  sesua i  dengan  tangga l  

Pener imaan  Kebera tan  yang  te r t e r a  da lam  bukt i  

tanda  pener imaan  kebera tan  dar i  Tergugat  yang  

dimi l i k i  o leh  Penggugat ;

Bahwa  oleh  karena  tangga l  pener imaan  kebera tan  

yang  benar  adalah  tangga l  19  Nopember  2001,  maka 

Sura t  Keputusan  Terguga t  atas  kebera tan  Penggugat  

te rsebu t  ya i t u  Sura t  Keputusan  Nomor  :  KEP-

246/WPJ.05 /BD.03 /2002  yang  di te r b i t k an  tangga l  18  

November  2002  dan  baru  dik i r imkan  oleh  Tergugat  

pada  tangga l  21  November  2002  sete lah  melampaui  

jangka  waktu  12  bulan ,  seh ingga  sesua i  keten tuan  

Pasa l  26  ayat  (5 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

1994  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  

Perpa jakan ,  Kebera tan  Penggugat  diangap  d i t e r ima  

oleh  Terguga t . ”

Amar Putusan  :  ha laman 12,  ya i t u  :

Mengabulkan  se lu ruh  gugatan  Penggugat  te rhadap  

Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  S-

1028/PJ .442 /2004  tangga l  28  Ju l i  2004  mengenai  

Permohonan  Pembata lan  Sura t  Kete tapan  Pajak  
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Kurang  Bayar  Nomor  :  00061/206 /99 /031 /01  tangga l  

14  September  2001  atas  nama :  PT Haseda  Remindo,  

NPWP :  01.565 .521 .0 - 031.000  alamat  :  Komplek  

Perkan to ran  Pondok  Pinang  Center ,  J l .  Cipu ta t  

Raya Blok  C 28 & 30 Jakar ta  12310,  seh ingga  pa jak  

yang  te ru tang  dih i t ung  kembal i  sesua i  dengan  

Sura t  Pember i t ahuan  Tahunan  Pajak  Penghas i l an  

Badan  Tahun  1999  dengan  jumlah  pajak  penghas i l an  

yang  leb ih  d ibayar  sebesar  (Rp.  7.699 .363 ,00 )

b. Bahwa menuru t  Pemohon Penin jauan  Kembal i  semula  

Tergugat ,  per t imbangan  hukum Maje l i s  te r sebu t  d i  

atas  ke l i r u ,  yang  akan  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  semula  Tergugat  je l askan  sebaga i  

ber i ku t :

1. Bahwa  keten tuan  Pasa l  23  ayat  (2 )  Undang-

undang  No.  6  Tahun  1983  sebaga imana  te l ah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  No.  16  

Tahun 2000,  mengatu r  bahwa:

“Gugatan  Waj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  

te rhadap :

a.     Pelaksanaan  Sura t  Paksa,  Sura t  

Per in tah  Melaksanakan  Peny i t aan ,  atau  

Pengumuman le l ang ;

b.     Keputusan  yang  berka i t an  dengan  

pelaksanaan  keputusan  perpa jakan ,  se la i n  

yang  di te t apkan  da lam  Pasa l  25  ayat  (1 )  

dan Pasa l  26;
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c.     Keputusan  Pembetu lan  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  16  yang  berka i t an  

dengan Sura t  Tagihan  Pajak ;

d.     Keputusan  sebaga imana  dimaksud  da lam 

Pasa l  36  yang  berka i t an  dengan  Sura t  

Tagihan  Pajak ;

Hanya  dapat  d ia jukan  kepada  badan  perad i l an  

pajak .

Bahwa dengan  demik ian  keten tuan  Pasal  23 ayat  

(2 )  huru f  b  dan  d  Undang- undang  No.  6  Tahun  

1983  sebaga imana  te l ah  d iubah  dengan  Undang-

undang  No.  16  Tahun  2000  te rsebu t  d i  atas  

t i dak  dapat  d ip i sahkan  untuk  memper t imbangkan  

apakah  permohonan  gugatan  Termohon  Penin jauan  

Kembal i  semula  Penggugat  te rhadap  Sura t  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  S-

1028/PJ .442 /2004  tangga l  28  Ju l i  2004  

mengenai  Permohonan  Pembata lan  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00061/206 /99 /031 /01  tangga l  14  September  

2001.

Bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  semula  

Tergugat  dengan  sura t  Nomor  :  S-

1028/PJ .442 /2004  tangga l  28  Ju l i  2004  

menyatakan  bahwa  permohonan  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  semula  Penggugat  kepada  

Tergugat  untuk  membata lkan  Sura t  Kete tapan  
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Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  Penghas i l an  Badan  

Nomor  :  00061/206 /99 /031 /01  tangga l  14 

September  2001  t i dak  dapat  d ip roses  leb ih  

lan ju t ;

Sura t  Terguga t  Nomor  :  S- 1028/PJ .442 /2004  

tangga l  28  Ju l i  2004,  ber i s i  bahwa  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  semula  Terguga t  t i dak  

dapat  memproses  leb ih  lan ju t  permohonan  

pembata lan  sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

oleh  Pemohon Banding ;

Bahwa  alasan  Tergugat  untuk  t i dak  memproses  

leb ih  lan ju t  permohonan  dar i  Penggugat  

te rsebu t  ada lah  karena  sesua i  dengan  Pasa l  1 

Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  

Kep- 349/PJ .442 /2004  tangga l  12  Ju l i  2002  

ten tang  Pencabutan  Keputusan  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor  :  Kep- 268/PJ /2001 ,  

d ia tu r  bahwa penanganan  Permohonan  Penin jauan  

Kembal i  atas  keputusan  kebera tan  yang  

permohonan  band ingnya  t i dak  dapat  d i te r ima ,  

dinya takan  t i dak  ber l aku ;

Bahwa  dengan  t i dak  dip rosesnya  permohonan  

Penggugat  untuk  membata lkan  Sura t  Kete tapan  

Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  Penghas i l an  Badan  

Tahun  Pajak  1999  Nomor:  00061/206 /99 /031 /01  

tangga l  14  September  2001  o leh  Tergugat ,  

Penggugat  mengajukan  Gugatan  atas  sura t  Nomor  
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:  S- 1028/PJ .442 /2004  tangga l  28  Ju l i  2004,  

dan  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  dapat  

membata lkan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar  Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  

1999  Nomor  :  00061/206 /99 /031 /01  tangga l  14  

September  2001;

Berdasarkan  ura ian  dia tas ,  Pemohon Penin jauan  

Kembal i  semula  Tergugat  berpendapat  bahwa 

per t imbangan  Maje l i s  yang  menyatakan  bahwa 

sura t  Terguga t  te rsebu t  dapat  d isamakan  

kedudukannya  dengan  suatu  keputusan  yang  

berka i t an  dengan  pe laksanaan  keputusan  

perpa jakan ,  t i dak  tepa t  karena  Pasa l  23  ayat  

(2 )  huru f  b  te rsebu t  t i dak  dapat  d ip i sahkan  

dengan  huru f  d.  bahwa  is i  Sura t  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor:  S- 1028/PJ .442 /2004  

tangga l  28  Ju l i  2004  ada lah  mengenai  

peno lakan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  untuk  

memproses  permohonan  Waj ib  Pajak  dengan  Kuasa  

Pasal  36  Undang- undang  No.  6  Tahun  1983  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- undang  

No.  16 Tahun 2000.

Dengan  demik ian  atas  permohonan  gugatan  

te rhadap  S- 1028/PJ .442 /2004  tangga l  28  Ju l i  

2004  t i dak  dapat  d iguga t  karena  yang  dapat  

d ia jukan  gugatan  yang  te rka i t  dengan  Pasa l  36  

ada lah  yang  te rka i t  dengan  Sura t  Tagihan  
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Pajak .

Sedangkan  Maje l i s  da lam  per t imbangannya,  

t i dak  mengut i p  secara  lengkap  dan mengka i t kan  

Pasal  23 ayat  (2 )  huru f  b dan d Undang- undang  

Nomor  6  Tahun  1983  sebaga imana  te l ah  d iubah  

te rakh i r  dengan  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  

2000.

Bahwa  Maje l i s  da lam  per t imbangannya  hanya  

mengut ip  bahwa “su ra t  Tergugat  te rsebu t  dapat  

d isamakan  kedudukannya  dengan  suatu  keputusan  

yang  berka i t an  dengan  pelaksanaan  keputusan  

perpa jakan ,  ada lah  t i dak  tepa t .

2. Bahwa  Keten tuan  Pasa l  25  ayat  (5 )  Undang-

undang  Nomor  6  Tahun  1983  sebaga imana  te lah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  Nomor  16 

Tahun  2000  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  

Cara  Perpa jakan ,  menyatakan  bahwa  Tanda  

Pener imaan  Sura t  Kebera tan  yang  dibe r i k an  

oleh  Pejaba t  Di rek to ra t  Jendera l  Pajak  yang  

di tun j uk  atau  tanda  peng i r iman  sura t  

Kebera tan  mela lu i  pos  te rca ta t  menjad i  tanda  

bukt i  pener imaan  Sura t  Kebera tan  te rsebu t  

bag i  kepent i ngan  Waj ib  Pajak .

Bahwa  untuk  memast i kan  mengena i  tangga l  

pener imaan  kebera tan  o leh  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  semula  Tergugat ,  da lam  pers idangan  

Maje l i s  meminta  kepada  Pemohon  Penin jauan  
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Kembal i  semula  Tergugat  untuk  menyampaikan  

bukt i  pener imaan  kebera tan  yang  dimi l i k i  o leh  

Tergugat ;

Bahwa  pada  pers idangan  pada  tangga l  10  Mei  

2005,  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  semula  

Tergugat  menyampaikan  bukt i  pener imaan  

kebera tan  berupa  as l i  Lembar  Pengawasan  Arus  

Dokumen  (LAPD)  dimana  tangga l  pener imaan  

kebera tan  sesua i  dengan  bukt i  te rsebu t  ada lah  

tangga l  22 Nopember  2001;

Bahwa menuru t  bukt i  pener imaan  yang  dimi l i k i  

o leh  Termohon  Penin jauan  Kembal i  semula  

Penggugat  ya i t u  tangga l  19  Nopember  2001,  

sesua i  dengan  tangga l  pener imaan  kebera tan  

yang  diaku i  o leh  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

semula  Penggugat .

Bahwa  berdasarkan  bukt i  yang  d isampaikan  

dalam  pers idangan ,  seharusnya  Maje l i s  

menggunakan  bukt i  dar i  Di rek to ra t  Jendera l  

Pajak  yang  menyatakan  bahwa  tangga l  

pener imaan  kebera tan  sesua i  dengan  bukt i  

te rsebu t  ada lah  tangga l  22 Nopember  2001.

Bahwa  karenanya  alasan  Maje l i s  Hakim  yang  

menyatakan  bahwa  bukt i  pener imaan  yang  

dimi l i k i  o leh  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

semula  Penggugat  ya i t u  tangga l  19  Nopember  

2001  adalah  bukt i  yang  benar ,  adalah  t i dak  
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tepa t .

3. Bahwa  da lam  Amar  Putusannya ,  Maje l i s  Hakim 

mengabulkan  se lu ruh  gugatan  Penggugat  

te rhadap  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

Nomor  :  S- 1028/PJ .442 /2004  tangga l  28  Ju l i  

2004  mengenai  Permohonan  Pembata lan  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor:  

00061/206 /99 /031 /01  tangga l  14 September  2001  

atas  nama  :  PT.  Haseda  Remindo,  NPWP :  

01.565 .521 .0 . - 031.000 ,  a lamat  :  Komplek  

Perkan to ran  Pondok  Pinang  Center ,  J l .  Cipu ta t  

Raya  Blok  C 28&30,  Jakar t a  12310,  seh ingga  

pajak  yang  te ru tang  d ih i t ung  kembal i  sesua i  

dengan  Sura t  Pember i t ahuan  Tahunan  Pajak  

Penghas i l an  Badan  Tahun  1999  dengan  jumlah  

pajak  penghas i l an  yang  leb ih  d ibayar  sebesar  

(7 .699 .36 . , 00 )

Bahwa  putusan  Maje l i s  Hakim  yang  menyatakan  

bahwa  pajak  yang  te ru tang  dih i t ung  kembal i  

sesua i  dengan  Sura t  Pember i t ahuan  Tahunan  

Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  1999  dengan  

jumlah  pa jak  penghas i l an  yang  leb ih  dibayar  

sebesar  (Rp.  7.699 .363 ,00 ) ,  meleb ih i  

kewenangan  da lam memproses  permohonan  gugatan  

Termohon  Penin jauan  Kembal i  semula  Penggugat  

karena  Penggugat  menggugat  atas  Sura t  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  S-
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1028/PJ .442 /  2004  tangga l  28  Ju l i  2004  yang  

ber i s i  bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

semula  Tergugat  t i dak  dapat  memproses  leb ih  

lan ju t  permohonan  pembata lan  sura t  Kete tapan  

Pajak  Kurang  Bayar  karena  sesua i  dengan  Pasa l  

1  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  

Kep- 349/PJ .442 /2004  tangga l  12  Ju l i  2002  

ten tang  Pencabutan  Keputusan  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor:  KEP-268/PJ /2001 ,  d ia tu r  

bahwa  penanganan  Permohonan  Penin jauan  

Kembal i  atas  keputusan  kebera tan  yang  

permohonan  band ingnya  t i dak  dapat  d i te r ima ,  

dinya takan  t i dak  ber l aku .

4. Bahwa berdasarkan  Pasa l  36  ayat  (1 )  huru f  b 

Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983  sebaga imana  

te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  

Nomor  16  Tahun  2000  ten tang  Keten tuan  Umum 

dan  Tata  Cara  Perpa jakan ,  pengurangan  atau  

pembata lan  kete tapan  pa jak  yang  t i dak  benar  

merupakan  kewenangan  mut lak  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak .  Hal  in i  d ipe rkua t  o leh  Pasa l  23  ayat  

(2 )  huru f  d  Undang- undang  Nomor  6 Tahun  1983  

sebaga imana   te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2000  ten tang  

Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  yang  

menyebutkan  bahwa  gugatan  Waj ib  Pajak  dapat  

d ia jukan  te rhadap  keputusan  sebaga imana  
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dimaksud  dalam Pasal  36 yang  berka i t an  dengan  

Sura t  Tagihan  Pajak  sa ja .

Dengan  demik ian ,  Pengad i l an  Pajak  t i dak  

memi l i k i  kompetens i /wewenang  untuk  memer iksa  

dan  memutus  sengketa  pajak  di  atas .  Kalaupun  

Maje l i s  Pengadi l an  Pajak  berpendapat  bahwa 

Di rek to ra t  Jendera l  Pajak  berwenang  untuk  

memproses  permohonan  pengurangan  atau  

pembata lan  kete tapan  pa jak  yang  t i dak  benar ,  

keputusan  Pengad i l an  Pajak  seharusnya  hanya  

sebatas  memer in tahkan  Di rek to ra t  Jendera l  

Pajak  untuk  memproses  permohonan  Waj ib  Pajak  

sebaga imana  beberapa  kasus  serupa  yang  pernah  

dipu tus  oleh  Pengad i l an  Pajak ,  contohnya :

- Put .  03736/PP/M.VI I I / 9 9 / 2004  tangga l  15 

Oktober  2004;

- Put .  03896/PP/M.VI I I / 9 9 / 2004  tangga l  22 

Oktober  2004;

- Put .  03554/PP/M. I I I / 1 5 / 2004  tangga l  6 

Oktober  2004;

- Put .  03553/PP/M. I I I / 9 9 / 2004  tangga l  23 

September  2004.

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Mahkamah  Agung 

memper t imbangkan  alasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  

dar i  Pemohon sebaga i  ber i ku t    :

Bahwa  alasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  dapat  

d ibenarkan  karena  putusan  Pengad i l an  Pajak  nyata -
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nyata  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  dengan  

per t imbangan  :

- Bahwa  kepada  Penggugat /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i  te l ah  d i t e r b i t k an  SKPKB PPh Badan  Tahun  

Pajak  1999  kemudian  dia j ukan  kebera tan  kepada  

Tergugat /Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dan  oleh  

Terband ing  di to l a k .

- Bahwa atas  sura t  keputusan  kebera tan   te rsebu t  

o leh  Penggugat  te lah  dia jukan  band ing  ke  

Pengad i l an  Pajak  dan  oleh  Pengad i l an  Pajak  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima .

- Bahwa  kemudian  Penggugat /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i  mengajukan  pen in jauan  kembal i  SKPKB PPh 

Badan  Tahun  1999  te rsebu t  kepada  Tergugat  

berdasarkan  Pasa l  36  ayat  (2 )  huru f  b  Undang-

undang  KUP dan oleh  Terband ing  di te rb i t k an  Sura t  

No.  S- 1028/PJ .442 /2004  (obyek  gugatan)

- Bahwa dengan  demik ian  obyek  gugatan  d i t e rb i t k an  

oleh  Tergugat  te lah  sesua i  dengan  keten tuan  yang  

ber l aku  dan  hal  te rsebu t  t i dak  lag i  dapat  

d ia jukan  gugatan  ke  Pengad i l an  Pajak .

Menimbang,  bahwa  Mahkamah  Agung  te lah  membaca 

kont ra  memor i  penin j auan  kembal i  yang  d ia j ukan  oleh  

Termohon  Penin jauan  Kembal i ,  namun t i dak  ada  da l i l -

da l i l  da lam  kont ra  memor i  pen in j auan  kembal i  yang  

melemahkan  dal i l - da l i l  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  
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dalam memor i  Penin jauan  Kembal i  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  te rsebu t  maka  te rdapa t  cukup  a lasan  

untuk  membata lkan  Putusan  Pengad i l an  Pajak  No:  

05548/PP/M.VI I / 9 9 / 2005  tangga l  20  Mei  2005  dan  

Mahkamah Agung  akan  mengadi l i  kembal i  perka ra  a  quo  

dengan  amar  Putusan  sebaga imana  akan  d isebu t  d ibawah  

in i .

Menimbang,  bahwa o leh  karena  Pemohon Penin jauan  

Kembal i  d ip i hak  yang  d ika lahkan ,  maka  harus  dihukum 

untuk  membayar  biaya  perkara  dalam t i ngka t  pen in j auan  

kembal i  yang  besarnya  sebaga imana  te rsebu t  da lam amar  

putusan  in i   ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- undang  

Nomor:  48  Tahun  2009,  Undang- undang  Nomor.  14  Tahun  

1985  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  

Nomor.  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  

Undang- undang  Nomor.  3  Tahun  2009  dan  Undang- undang  

Nomor.  14  Tahun  2002  ser ta  pera tu ran  perundang-

undangan  la i n  yang bersangku tan  ;

M   E  N  G  A  D  I   L  I       :

Mengabulkan  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  

Pemohon  Penin jauan  kembal i :  DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

te rsebu t  ;

Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Pajak  tangga l  20 

Mei   2005 Nomor  :  05548/PP/M.VI I / 99 / 2005 ;

MENGADILI  KEMBALI
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- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya

Menghukum  Pemohon  Penin jauan  kembal i  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam  t i ngka t  Penin jauan  

Kembal i  in i  sebesar  Rp.  2.500 .000 , -  (dua  ju t a  l ima  

ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  

permusyawara tan  Mahkamah  Agung  pada  har i :  SENIN,  

TANGGAL  30  AGUSTUS  2010  oleh  Widayatno  

Sast rohard j ono ,  SH.MSc.  Ketua  Muda Pembinaan  Mahkamah 

Agung  yang  di  te tapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung 

sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  Mar ina  Sidabuta r ,  SH.MH dan 

Dr.  H.  Imam  Soebech i ,  SH.MH.   Hakim- Hakim Agung 

sebaga i  Hakim- Hakim Anggota  dan  diucapkan  da lam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  o leh  

Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  

dan  diban tu  oleh  Benar  Sihombing ,  SH.MHum.  Pani te ra  

Penggant i  dengan t i dak  dihad i r i  o leh  para  p ihak  ;

 
Hakim – Hakim Anggota   :    K   e    t    u 
a  :

t t d .  t t d .
Mar ina  Sidabu ta r ,  SH.MH    Widayatno  Sast rohard j ono ,  

SH.MSc.
t t d .

Dr .  H.  Imam Soebech i ,  SH.MH

Pani te ra  Penggant i  
:

t t d .
Benar  Sihombing ,  

SH.MHum

Biaya- biaya  Penin jauankembal i   :
1. M e t  e r  a i  ……………... . . . . . . . . . . . . Rp  .  

6.000 , -     
2. R e d a k s  i   …………... . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  
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5.000 , -     
3. Admin is t r a s i  Penin jauankembal i . . . Rp.  

2.489 .000 , -
Jumlah                            Rp.  
2.500 .000 , -

                      

Untuk  Sal i nan
Mahkamah Agung R. I

a.n .  Pani te ra
Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara

A S H A D I ,  SH.
     NIP.  220.000 .754
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